
 
 
 

 

 

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG 

NOMOR 38 TAHUN 2024 

 

TENTANG 
 

PENYELENGGARAAN PAJAK AIR TANAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PANDEGLANG, 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (5) 
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4  
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Penyelenggaraan Pajak Air Tanah; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4010); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6736) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

 

SALINAN 



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang 
Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak 
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6881); 

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral 
Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan 
Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 273); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 
Tahun 2021 tentang Pembentukan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 
Nomor 13 ); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang 
Tahun 2023 Nomor 2023); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG 
PENYELENGGARAAN PAJAK AIR TANAH.  

 

BAB I   

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1   

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Pandeglang. 

4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan 
Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang. 



5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan 
dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada 
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 

7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak. 

8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, 
pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

9. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab 
atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi 
kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundangundangan 
perpajakan. 

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, 
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan 
usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, 
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana 
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, 
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

11. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan 
dan/atau pemanfaatan air tanah.  

12. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di 
bawah permukaan tanah. 

13. Nomor Pokok Wqiib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah 
nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi 
perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau 
identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban 
perpajakan daerahnya.  

14. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor 
identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan 
ketentuan tertentu. 

15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data 
objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai 
kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan 
penyetorannya.  

16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah 
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan 
dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ 
atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan Daerah. 

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat 
ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang 
terutang.  

18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah 
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 



19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat 
SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah 
pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok 
Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus 
dibayar.  

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya 
disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan 
atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.  

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah 
surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya 
dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit 
Pajak.  

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB 
adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang 
atau seharusnya tidak terutang.  

23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat 
untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga 
dan/atau denda. 

24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan 
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan 
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah 
yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, 
Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.  

25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap 
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau 
Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

26. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding 
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.  

27. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai 
kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang 
dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang 
kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat 
pemberitahuan dengan SSPD.  

28. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi 
utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau 
memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, 
memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan 
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.  

29. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang 
dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu 
tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua 
jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.  

30. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi 
administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam 
surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan perpajakan Daerah. 

31. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib 
Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.  

32. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan 
Pajak.  

 



33. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi 
Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, 
dan penyanderaan. 

34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional 
berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam 
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
dan Retribusi Daerah.  

35. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk 
menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu 
jangka waktu tertentu.  

36. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, 
kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan 
tahun kalender. 

 

BAB II   

PENGATURAN PAJAK AIR TANAH 

 

Pasal 2    

(1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan 
dan/atau pemanfaatan Air Tanah. 

(2)  Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan 
dan/atau pemanfaatan Air Tanah. 

 

Pasal 3  

(1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. 

(2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk: 

a. keperluan dasar rumah tangga;  

b. pengairan pertanian rakyat;  

c. perikanan rakyat;  

d. peternakan rakyat; dan  

e. keperluan keagamaan. 

 

Pasal 4   

(1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.  

(2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.  

(3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian 
sumber daya Air Tanah.  

(4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor 
berikut:  

a. jenis sumber air;  

b. lokasi sumber air;  

c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;  



d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;  

e. kualitas air; dan  

f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan 
dan/atau pemanfaatan air.  

(5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai 
perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

 

Pasal 5  

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). 

 

Pasal 6   

(1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar 
pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan tarif PAT 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 

(2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau 
pemanfaatan Air Tanah. 

 

BAB III   

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA PAJAK 

 

Pasal 7  

Pajak Air Tanah yang terutang dipungut diwilayah Daerah. 

 

Pasal 8   

Masa pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah ditetapkan 1 (satu) bulan 
kalender. 

 

BAB IV   

PENDAFTARAN DAN PELAPORAN WAJIB PAJAK 

 

Pasal 9  

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan dan/atau pengambilan 
air tanah wajib mendaftarkan diri kepada Bapenda sebagai wajib pajak. 

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi 
dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Bapenda. 

(3) Pendaftaran Wajib Pajak sekurang-kurangnya memuat keterangan keterangan: 

a. nama wajib pajak; 

b. Nomor Identitas Penduduk (NIK) untuk orang pribadi; 

c. Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk badan; 

d. alamat wajib pajak dan objek pajak; 

e. jenis usaha; 



f. jumlah pegawai/karyawan; 

g. peruntukan pengambilan/pemanfaatan air tanah; dan 

h. data lain yang berkaitan dengan usaha. 

(4) Terhadap pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda 
memberikan tanda terima pendaftaran. 

(5) Format formulir pendaftaran Wajib Pajak ditetapkan oleh Bapenda. 

 

Pasal 10   

(1) Berdasarkan hasil penelitian atas formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9, Kepala Bapenda menerbitkan NPWPD. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tidak 
mendaftarkan diri, Kepala Bapenda dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan 
berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki Bapenda. 

(3) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diserahkan kepada 
Wajib Pajak disertai bukti tanda terima. 

 

Pasal 11  

(1) Setiap Wajib Pajak wajib menyampaikan laporan data objek pajak. 

(2) Laporan data Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi 
dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak. 

 

Pasal 12   

(1) Wajib pajak melaporkan SPTPD setiap masa pajak. 

(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu 
yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus 
dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD. 

 

BAB V   

PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK 

 

Pasal 13  

(1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan. 

(2) Berdasarkan laporan data objek pajak sebagaimana pasal 11 ayat (2) Bupati 
atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan 
SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

 

Pasal 14  

(1) Bupati atau pejabat yang berwenang dapat menerbitkan STPD jika: 

a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar; dan 

b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau 
denda. 

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa 
bunga sebesar 1 % setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 
sejak saat terutangnya pajak. 



BAB VI  

PEMBAYARAN 

 

Pasal 15  

(1) Pembayaran dilakukan pada Rekening Kas Umum Daerah sesuai jumlah dan 
waktu yang ditentukan dalam SKPD dan STPD. 

(2) Pembayaran pajak dilakukan sekaligus atau lunas. 

(3) Pembayaran pajak dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

(4) Apabila pembayaran pajak melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dikenakan denda sebesar 1 % dari nilai pajak terutang. 

(5) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan 
Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar 
bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal 
ditrbitkan. 

 

Pasal 16  

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada 
wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, 
setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. 

(2) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan denda sebesar 1% (satu 
persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar. 

(3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada 
wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang 
ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan 
bunga 1 % (satu persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang 
bayar. 

 
BAB VII  

PENAGIHAN 

 
Pasal 17   

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal 
tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat 
jatuh tempo pembayaran. 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau Surat 
Peringatan atau surat lain yang sejenis wajib pajak harus melunasi pajak 
terutang. 

(3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan 
oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 

 

Pasal 18  

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka 
waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan 
atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan 
surat paksa. 

(2) Penagihan Pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 



BAB VIII   

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK 

 

Pasal 19  

(1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, 
keringanan dan pembebasan pajak. 

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa insentif pengurangan, keringanan pajak, dan pembebasan 
pajak. 

(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

 
BAB IX  

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN 
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI 

 

Pasal 20   

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk karena jabatan atas permohonan wajib 
pajak dapat: 

a. membetulkan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat 
kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; 

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar; dan 

c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, 
denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut 
dikenakan karena kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. 

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan 
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD dan STPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh 
wajib pajak kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 20 (dua 
puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD dan STPD dengan memberikan alasan 
yang jelas. 

(3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat 
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus 
memberikan Keputusan. 

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagimana dimaksud pada ayat (3) 
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan permohonan 
pembtulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau 
pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan. 

 

BAB X   

KEBERATAN DAN BANDING 

 
Pasal 21  

(1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat 
yang ditunjuk atas suatu: 

a. SKPD; dan 

b. SKPDLB. 



(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasan Indonesia dengan disertai 
alasan yang jelas. 

(3) Keberatan harus diajukan dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan 
sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), kecuali jika wajib pajak dapat menunjukanbahwa 
jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya. 

(4) Permohonan keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah melakukan 
paling sedikit sejumlah yang telah disetujui oleh wajib pajak. 

(5) Kebertan yang tidak memenuhi persyaratan sebagimana dimaksud pada ayat 
(1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan 
sehingga tidak perlu dipertimbangkan. 

(6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda 
kewajiban membayar pajak. 

(7) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat 
yang ditunjuk sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan. 

 

Pasal 22  

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat 
permohonan keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan 
yang diajukan. 

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau 
sebagian, menolak atau menambah besarannya pajak yang terutang. 

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaiana dimaksud pada ayat (1) telah lewat 
dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, 
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. 

 

Pasal 23   

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada pengadilan 
pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh 
Bupati. 

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara 
tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka    
waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat 
keputusan kebertan tersebut. 

(3) Pengajuan permohnan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak 
tanggal penerbitan putusan banding. 

 

Pasal 24  

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian 
atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah 
imbal bunga dengan bunga sebesar 1 % (satu persen) sebulan untuk paling 
lama 24 (dua puluh empat) bulan. 

(2) Imbalan bunga sebagimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan 
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB. 

(3) Dalam hal keberatan Wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib 
pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50 % (lima puluh 
persen) dari umlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan 
pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan. 



(4) Dalam hal Wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi 
berupa denda sebesar 50% (Lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) tidak dikenakan. 

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau  dikabulkan sebagian, Wajib pajak 
dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) 
dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan 
pembayaran pajak yang telah dibayarkan sebelum pengajuan keberatan. 

 

BAB XI  

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 

 

Pasal 25  

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak kepada Bupati. 

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksdu pada ayat (2) dilampaui oleh 
Bupati dan tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus 
diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran 
pajak sebagaimana diaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk 
melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan paling lama 2 (dua) 
bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan surat Perintah 
Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP). 

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 
waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati memberikan 
imbalan bunga sebesar 1% (satu persen) sebulan atas keterlambatan 
pembayaran kelebihan pajak. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak sebagimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Keputusan Bupati. 

 

Pasal 26  

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya 
sebagimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan 
cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti 
pembayaran. 

 

BAB XII  

KADALUARSA PENAGIHAN 

 

Pasal 27  

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluarsa setelah melampaui waktu 
5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib 
pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah. 



(2) Kadalauarsa penagihan pajak sebagimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh 
apabila: 

a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau 

b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak 

langsung. 

(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal 
penyampaian surat paksa tersebut. 

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b, adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih 
mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah. 

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau 
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak. 

 

Pasal 28  

(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan 
penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan. 

(2) Penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluarsa sebagimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 

BAB XIII  

PEMERIKSAAN 

 

Pasal 29  

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk 
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam 
melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

(2) Wajib pajak yang diperiksa wajib: 

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen 
yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek 
pajak yang terutang; 

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang 
dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan 

c. memberikan keterangan yang diperlukan. 

 

BAB XIV   

TATA CARA PEMASANGAN/PENEMPATAN ALAT 

 

Pasal 30  

(1) Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk memasang alat perekam/pengontrol 
pengambilan air tanah. 

(2) Kepala Bapenda berwenang memasang/menempatkan alat untuk mengontrol 
pengambilan air tanah apabila wajib pajak belum memasang alat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 



(3) Alat untuk mengontrol/merekam pengambialan air tanah dapat berupa alat 
elektronik atau alat lainnya yang berfungsi sebagai validasi kegiatan 
pengambilan air tanah dan dipasang secara menyatu dan/atau terpisah 
dengan alat yang dimiliki oleh wajib pajak. 

(4) Pemasangan/penempatan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi 
dengan berita acara pemasangan/penempatan. 

 

BAB XV  

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 31  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang. 

 

 

Ditetapkan di Pandeglang  

pada tanggal 20 Agustus 2024 

BUPATI PANDEGLANG, 

 
          cap/ttd 

 

     IRNA NARULITA 

Diundangkan di Pandeglang  

pada tanggal 20 Agustus 2024 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, 

 

                            cap/ttd 

 

                  ALI FAHMMI SUMANTA 

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024 NOMOR 38 

   Salinan sesuai dengan aslinya 

       KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,  

 

 
 
 

 

 

 

          M.MURYANTO,SH 
    Nip. 19661005 200212 1 003 


